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PENDAHULUAN

k%%

ABSTRAK

Pertahanan udara Indonesia adalah salah satu aspek yang harus dipertahankan untuk
mendukung keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia secara keseluruhan. Namun hingga
saat ini masih sering terjadi pelanggaran di wilayah udara Indonesia. TNl Angkatan Udara
bertanggung jawab menjaga kepentingan nasional Indonesia, termasuk kedaulatan negara.
Namun kenyataannya, tanggung jawab ini belum seimbang dengan sistem pertahanan udara
yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mengatasi hal tersebut,
diperlukan kerjasama pertahanan udara dengan negara lain yang memiliki keunggulan yang
diperlukan, khususnya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan
studi kepustakaan. Bentuk kerjasama pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat
dilakukan dalam lima bentuk kerjasama yaitu penyediaan alutsista TNI AU, latihan bersama,
pengiriman personel TNl AU untuk pendidikan di berbagai level, program sustainment
terhadap produk USA dan program hibah US Grant 333 dan FMF untuk Airfield Resiliency
Equipment dan Maritim Security. Terdapat empat hambatan dalam pertahanan udara
Indonesia hambatan yang mencakup terbatasnya alokasi anggaran TNI AU, terbatasnya
jumlah personel TNI AU, terbatasnya jumlah alutsista TNI AU dan alutsista TNI AU yang

belum modern.

Kata kunci: Bilateral; Kerjasama Pertahanan; Pertahanan Udara; TNI AU

ABSTRACT

Indonesia’s air defense is one aspect that must be maintained to support the security and
sovereignty of Indonesia’s territory as a whole. However, until now there are still frequent
violations in Indonesian airspace. The Indonesian Air Force is responsible for safequarding
Indonesia's national interests, including state sovereignty. However, in reality, this
responsibility is not yet balanced with an adequate air defense system, both in terms of quality
and quantity. In overcoming this, air defense cooperation with other countries that have
advantages is needed, especially with the United States. This research uses qualitative
research methods with data collection techniques including observation, interviews and
literature study. The form of air defense cooperation between Indonesia and the United States
is carried out in five forms of cooperation, namely providing TNI AU defense equipment, joint
training, sending TNI AU personnel for education at various levels, sustainability programs for
USA products and US Grant 333 and FMF grant programs for Airfield Resiliency Equipment
and Maritime Security. There are four obstacles in Indonesia's air defense, obstacles which
include the limited budget allocation of the Indonesian Air Force, the limited number of
Indonesian Air Force personnel, the limited number of Indonesian Air Force defense
equipment and the Indonesian Air Force's defense equipment which is not yet modern.

Keywords: Bilateral; Defense Cooperation; Air Defense; Indonesian Air Force

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia,
serta dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kondisi geografis ini membuat
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sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan dengan pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya
mencapai 17.499 pulau. Sebagai akibatnya, Indonesia memiliki batas negara dengan beberapa negara
tetangga, termasuk Vietnam, Thailand, India, Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Australia, Palau,
dan Papua Nugini (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Ketika membicarakan luasnya
ruang maritim Indonesia, perlu diakui bahwa hal ini dapat berdampak pada stabilitas dalam negeri dan juga
di kawasan sekitarnya. Hal ini menjadi lebih signifikan ketika kita mengaitkannya dengan kebutuhan akan
keamanan nasional untuk meningkatkan pertahanan negara (Burta, 2018).

Ketika membahas tentang peningkatan pertahanan nasional, tidak bisa diabaikan peran Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dalam melawan setiap ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun peran TNI Angkatan Udara adalah untuk
mengamankan wilayah udara nasional dengan berlandaskan pada aturan-aturan dalam hukum nasional
maupun internasional yang telah disahkan (UU No 34 Tahun 2004, 2004). TNI Angkatan Udara
melaksanakan pengamanan wilayah udara dengan menggunakan semua sumber daya dan peralatan
militer yang tersedia. Namun, pengamanan tersebut belum mencapai tingkat optimal karena keterbatasan
kekuatan peralatan militer TNI Angkatan Udara dan wilayah udara Indonesia yang sangat luas, sehingga
menyulitkan mereka dalam menjaga keamanan di wilayah udara (Sudirin, Darmawan, & Hendra, 2022).

Beberapa contoh kasus pelanggaran di wilayah udara Indonesia dapat dikategorikan ke dalam empat
bentu, diantaranya pelanggaran penerbangan asing tanpa izin (intrusi militer), penerbangan sipil yang
melanggar jalur, penerbangan drone atau UAV tanpa izin, dan penerbangan ilegal untuk pemantauan atau
spionase. TNI mencatat hingga 600 pelanggaran ruang udara oleh pesawat militer asing sejak awal 2021,
terutama di wilayah utara Pulau Bintan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Klaim yang meningkat di
Laut China Selatan berkontribusi pada peningkatan pelanggaran ini. Penanganan pelanggaran tersebut
juga dihambat oleh keterbatasan alutsista, yang merupakan komponen utama sistem persenjataan
(Permana, 2021). Contoh kasus penerbangan sipil yang melanggar jaluar adalah pesawat kargo Ethiopian
Airlines pada tahun 2019 harus mendarat di Batam karena memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Pesawat ini seharusnya tidak melintasi Indonesia saat menuju Hong Kong, tetapi TNI AU menindak
pesawat tersebut untuk menegakkan kedaulatan (Naim, 2019). Salah satu bentuk pelanggaran wilayah
udara kontemporer adalah ancaman dari pesawat nirawak dan satelit pseudo-altitude tinggi (HAPS). Pihak
asing menggunakan teknologi ini untuk pemetaan dan survei tanpa izin di Indonesia (Maulana, 2021).
Berdasarkan uraian di atas, faktor strategis, teknis, dan geopolitik menyebabkan pelanggaran di wilayah
udara Indonesia. Penyebab pelanggaran wilayah udara yang sering adalah posisi strategis Indonesia,
keterbatasan alutsista, klaim wilayah di Laut China Selatan, dan kemajuan teknologi pengintaian udara.
Indonesia harus meningkatkan kemampuan pengawasan dan pertahanan udaranya dan bekerja sama
secara diplomatis dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi masalah ini.

Berhadapan situasi tersebut, langkah yang diperlukan adalah meningkatkan pengadaan alat utama
sistem persenjataan (alutsista) untuk meningkatkan pertahanan udara Indonesia. Namun pada
kenyataannya, industri pertahanan dalam negeri saat ini belum mampu memproduksi pesawat tempur,
yang merupakan salah satu kebutuhan penting TNI Angkatan Udara. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan
dalam penguasaan teknologi industri pertahanan domestik yang belum sejajar dengan industri pertahanan

Andi Sahputra, Windy Dermawan, Anggia Utami Dewi

Vol. 10, No. 2 Desember 2024 | 307



Vol. 10, No. 2 Desember 2024 | ISSN: 2477-6203 (cetak) | ISSN: 2614-4336 (online) | Hal. 306-320

negara maju. Meskipun demikian, ketersediaan pesawat tempur bagi TNl Angkatan Udara menjadi aspek
krusial dalam meningkatkan pertahanan udara Indonesia (Sudirin et al., 2022). Alutsista TNI Angkatan
Udara saat ini menghadapi kendala, dengan kondisi yang relatif terbatas dan tingkat kesiapan yang rendah.
Hanya sekitar 28 persen dari pesawat yang tersedia dalam keadaan siap beroperasi (Sudirin et al., 2022).
Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menjalin kerjasama
dengan sejumlah besar negara, yaitu sekitar 162 negara (Candra, 2022). Dari berbagai kerjasama yang
telah terjalin, terlihat bahwa kerjasama dalam bidang pertahanan udara cenderung dilakukan dengan
Amerika Serikat (Kusumadewi, Armenia, & Gumilang, 2016). Hal ini disebabkan oleh hasil pengukuran
kekuatan militer menggunakan power index yang dilakukan oleh Global Firepower (GFP), yang
menunjukkan bahwa pertahanan udara Amerika Serikat merupakan yang paling kuat di antara negara-
negara lain (Umam, 2022).

Pada tahun 2015, Amerika Serikat dan Indonesia memperkuat kemitraan komprehensif mereka yang
telah terjalin sejak tahun 2010, menegaskan hubungan mereka sebagai mitra strategis (White House,
2015). Peningkatan kemitraan ini telah menghasilkan kerjasama bilateral yang berfokus pada memperkuat
tatanan internasional berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan (LCS),
mengingat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut akhir-akhir ini. Situasi ini telah menyebabkan
ketidakstabilan dalam keamanan regional. Selain itu, klaim tumpang tindih dari beberapa negara di sekitar
kawasan tersebut telah menciptakan ketegangan yang mengkhawatirkan dan dapat menjadi pemicu
potensial untuk konflik dengan dampak yang bersifat global (Arase, 2019).

Studi terdahulu yang relevan dengan studi ini diantaranya mengenai pertahanan udara Indonesia
(Putri, Gultom, & Wajdji, 2022; Prasetiyani et al., 2023; dan Sudirin, Darmawan, & Hendra, 2022). Studi
tersebut menunjukkan bahwa TNI Angkatan Udara telah berperan dalam memperkuat pertahanan udara
dengan menggunakan sumber daya dan alutsista yang ada, meskipun keadaan keamanan udara di
Indonesia belum mencapai tingkat optimal. Studi lainnya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah
melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa negara melalui Defence Cooperation Agreement (DCA)
untuk memperkuat dan mengembangkan industri pertahanan kedua negara tersebut (Supono Hariyanto,
2022; Santiko & Agustien, 2020; Indrawati, 2023). Selanjutnya, Studi lain telah menunjukkan bahwa
kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat telah memberikan dampak bagi peningkatan keamanan
Indonesia di berbagai bidang, seperti pencegahan terorisme, keamanan maritim, dan peningkatan
profesionalisme TNI (Hidayat, 2017; Sukadis, 2018; Saptono, 2023). Studi-studi terdahulu di atas telah
difokuskan pada peran TNI Angkatan Udara dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan udara.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas diskusi dalam kajian pertahanan udara dengan
menitikberatkan pada kerjasama untuk meningkatkan keamanan udara. Hal ini menjadi penting mengingat
tingginya jumlah pelanggaran, terutama di wilayah Indo-Pasifik. Berdasarkan permasalahan yang telah
dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai, “Kerjasama Indonesia dengan
Amerika Serikat dalam Meningkatan Pertahanan Udara Indonesia”.

METODE
Riset ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Proses riset ini melibatkan langkah-langkah
penting seperti merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data spesifik dari partisipan,
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menganalisis data secara induktif dari hal-hal yang spesifik ke umum, dan menafsirkan makna dari data
tersebut. Penelitian tentang analisis kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai mitra strategis
dalam meningkatan pertahanan udara Indonesia. Dalam riset ini terdapat tiga macam teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini, yaitu wawancara, interest based research dan studi kepustakaan. Dalam riset ini
teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai informasi dari literatur, laporan-laporan, jurnal-
jurnal, artikel-artikel (internet) dan catatan penting lainnya yang berkaitan dan relevan dengan objek
penelitian. Teknik analisis data dalam riset ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data serta
penarikan kesimpulan. Setelah melakukan pengumpulan data, dalam riset ini uji keabsahan data dilakukan
dengan teknik triangulasi sumber, yang mencakup perbandingan antara data yang diperoleh oleh peneliti
dari berbagai sumber, seperti media massa, dokumen dari studi pustaka, dan hasil wawancara dengan
informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek Kerjasama Pertahanan Udara Indonesia dan Amerika Serikat

Dalam kerjasama pertahanan udara terdapat enam aspek yaitu pelaku kerjasama, bentuk kerjasama,
daya ikat, waktu, lingkungan wilayah dan kepentingan kerjasama pertahanan (Supriyanto, 2014). Dalam
konteks kerjasama pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan hasil bahwa pelaku
kerjasama pada indikator pelaku dalam kerjasama pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat pelaku
yang berperan dalam kerjasama yang terjalin yaitu yaitu Government to Government (G to G) dalam hal ini
TNI AU berada dalam kordinasi Kementerian Pertahanan dengan Pemerintah Amerika Serikat.

Sementara itu pada bentuk kerjasama hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama
pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat dilakukan dalam lima bentuk kerjasama yaitu, penyediaan
alutsista TNI AU; latihan bersama seperti antara lain latihan Cope, Super Garuda Shield, Subject Matter
Expert Exchange (SMEE) terkait Air Defense oleh Integrated Air Missile Defense (IAMD) ataupun Hawaii
Integrated Air National Guard (HIANG) yang dilaksanakan secara tatap muka ataupun daring; pengiriman
personel TNI AU untuk pendidikan di berbagai level; program sustainment terhadap produk Amerika
Serikat; dan program hibah US Grant 333 dan FMF untuk Airfield Resiliency Equipment dan Maritim
Security.

Pada aspek daya ikat hasil penelitian menunjukkan bahwa daya ikat kerjasama pertahanan udara
Indonesia dan Amerika Serikat bersifat sukarela. Selanjutnya hasil penelitian pada indikator keempat yaitu
waktu hasil penelitan menunjukkan bahwa berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), kerjasama
pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat telah dimulai pada tahun 2010 dengan periode kesatu pada
tahun 2010 sampai dengan 2014, tahun 2015-2019 sebagai periode kedua, dan tahun 2020-2024 menjadi
periode ketiga. Dalam kerjasama pertahanan tersebut juga telah ditetapkan bahwa setiap peserta yang
terlibat dalam kerjasama tersebut dapat berhenti mengikuti kerjasama melalui informasi yang dituliskan
terhadap peserta lainnya setidaknya 90 hari sebelum partisipasi tidak dilanjutkan dalam aturan kerjasama.

Hasil penelitian pada aspek lingkungan wilayah, kerjasama pertahanan udara Indonesia dengan
Amerika Serikat merupakan kerjasama yang bersifat internasional melalui pelibatan dua negara (bilateral).
Terakhir indikator keenam, kepentingan kerjasama pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat
didasari oleh kepentingan politik berkaitan dengan kepentingan masing-masing negara. Upaya peningkatan
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pertahanan sebuah negara dapat dicapai melalui kerjasama pertahanan yang meliputi beberapa kegiatan
seperti peningkatan alutsista, latihan bersama, dan transfer teknologi (Indirasari, 2021). Dari ketiga kegiatan
kerjasama peningkatan pertahanan yang dijelaskan Indirasari tersebut, fokus penelitian ini diarahkan
kepada peningkatan alutsista pertahanan udara Indonesia berdasarkan program Minimum Esential Force
(MEF) yang diselenggarakan pemerintah Indonesia melalui skema Foreign Military Sales (FMS).

Minimum Esential Force yang diselenggarakan Indonesia memiliki pengaruh meningkatkan
kemampuan dalam peremajaan pada upaya pertahanan udara yang dimiliki oleh Indonesia. Namun,
program MEF yang dijalankan oleh Indonesia tidak dilakukan untuk memperluas kekuatan wilayah
Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh nilai dasar netralitas yang dimiliki oleh Indonesia dalam upaya-
upaya perdamaian. Program MEF dijadikan sebagai bukti nyata upaya pemerintah Indonesia untuk
memperkuat keamananan wilayah udara negara Indonesia melalui peremejaan alutsista yang sesuai
dengan perkembangan zaman serta tidak mencari kesempatan untuk memperluas kekuasaan serta
penggunaan kekerasan di wilayahnya.

Tercapai dan terselesaikannya program MEF tahap Il, tentu tidak terlepas dari kerjasama pertahanan
antara Indonesia dengan negara mitra, seperti Amerika Serikat. Kerja sama Indonesia dengan Amerika
Serikat pada pengadaan alutsista cenderung melalui proses yang panjang, namun secara nyata
mendorong pencapaian target program modernisasi alutsista pada TNI Angkatan Udara Indonesia (Marsma
Cahyo Tursiono, 2023). Penjelasan tersebut menunjukkan jika Amerika Serikat berkontribusi terhadap
modernisasi alutsista TNl Angkatan Udara Indonesia yang dilihat melalui persetujuan-persetujuan guna
mendukung tersedianya alutsista pertahanan yang diperlukan oleh Indonesia (Ervin, 2023).

Kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat berdampak kepada peningkatan pertahanan udara
Indonesia, yang dapat dilihat dari pencapaian target pengadaan alutsista TNI Angkatan Udara Indonesia
(Suliono, 2023). Sepanjang program MEF tahap I, perlu diketahui pula terjadi peningkatan relasi kerjasama
pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dengan persetujuan kerjasama dalam
bidang pertahanan pada tahun 2010 antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan kesepakatan tertulis
tahun 2015 (Hariyanto, Salim, & Palupi, 2022).

Pada tahun 2015 Indonesia dan Amerika Serikat melakukan pertemuan dimana Presiden Joko
Widodo (Jokowi) mengunjungi Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Dalam kunjungan yang dilakukan
oleh Jokowi dihasilkan empat nota kesepakatan agenda kerjasama yang salah satunya mengenai
hubungan kerjasama dalam upaya mengoptimalkan pertahanan udara Indonesia (Indirasari, 2021). Dalam
meningkatkan keamanan pertahanan udara joint statement yang disepakati oleh kedua negara mencakup
kerjasama pada aspek kemaritiman, penyediaan barang dan jasa yang inovatif, meningkatnya kemampuan
profesioanlisme prajurit, operasi perdamaian melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, kerjasama
kemanusiaan, dan pencegahan dalam mengatasi berbagai bentuk potensi ancaman. Dalam perjanjian
tersebut dijelaskan bahwa tujuan perjanjian kerjasama pertahanan yaitu memperkuat relasi Indonesia dan
Amerika Serikat yang menghasilkan berbagai dampak positif secara khusus dalam pengadaan alutsista
(Parameswaran, 2015).
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Dalam penyelenggaraan akuisisi alutsista dari Amerika Serikat, terdapat berbagai bentuk kerjasama
dalam naungan Defense Security Cooperation Agency (DSCA) di bawah kordinasi Departemen pertahanan
Amerika Serikat dalam berbagai program seperti FMS dan Excess Defense Article (EDA) yang diupayakan
Indonesia untuk memperoleh alutsista dalam relasi pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat (Prabowo,
2023). Dalam prosesnya, relasi yang terjalin kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat
dilakukan dengan berbagai bentuk kerangka kerjasama sebelum kesepakatan kerjasama penyediaan
berbagai bentuk alutsista seperti 24 pesawat F-16 C/D Block 52ID dan 8 helikopter serang AH-64E Apache
Guardian (Tursiono, 2023).

Akuisisi jet tempur yang dilakukan pemerintahan Indonesia dilatarbelakngi oleh pengumuman yang
dibuat Amerika Serikat dalam penghibahan 24 Jet Tempur F-16 Block 25 milik Angkatan Udara yang
dilaksanakan dengan program EDA. Dengan pengumuman tersebut, pemerintah Indonesia membuat
keputusan untuk melakukan peningkatan serta regenerasi kapabilitas 24 Jet Tempur F-16 Block 25 yang
diberikan Amerika Serikat (Prabowo, 2023). Kemudian pada 2012, Indonesia melakukan penandatanganan
kontrak untuk penyelenggaraan pembaharuan 24 jet tempur F-16 Block 25 yang diberi nama “Peace Bima
Sena II’ dalam program FMS (Marsma Cahyo Tursiono, 2023). Menurut DSCA, anggaran pembaharuan jet
tempur mencapai 750 juta dolar, yang dialokasikan untuk pembaharuan alutsista dan program kerjasama
dalam bentuk pelatihan ataupun pendidikan prajurit. Dalam upaya akuisisi diawali dengan diterimanya
pengajuan hibah 24 jet tempur F-16 Block 25 dari Amerika Serikat pada Oktober, 2011 oleh legislatif yaitu
Komisi | DPR RI (Purwoko Aji Prabowo, 2023). Selain akuisisi tersebut, pemerintah Indonesia juga
melakukan peremajaan terhadap 24 jet tempur F-16 Block 25 melalui kesepakatan Letter of Offer and
Acceptance (LOA). Pembaharuan kontrak tersebut berada dalam koordinasi program FMS yang disetuijui
oleh Kongres Amerika Serikat yang kemudian diteruskan melaui pelibatan berbagai pihak yang
berkompeten dalam pembaharuan kontrak kerjasama.

Pembaharuan kesepakatan kerjasama tersebut melibatkan perusahaan dirgantara di Amerika Serikat
bernama Pratt & Whitney dan salah satu unit pemeliharaan milik United States Air Force (USAF) atau
Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama 309th Maintenance Wing. Dalam kesempatan tersebut, 24
F-16 Block C/D 521D menjadi bentuk pembaharuan jet tempur F-16 Block 25. Dilihat dari kualifikasi terbaru
yang dilakukan kemampuan jet tempur F-16 sebanding F-16 Block 52 pada umumnya, melalui kekuatan
pada bagian kemampuan tempur, sistem avionik, serta persenjataan-persenjataannya. Namun, terkait
persenjataan untuk jet tempur F-16 kontrak pengadaan dilakukan secara terpisah menjadi dua kontrak
pengadaan peluru kendali (rudal) berupa AIM-9 Sidewinder dan AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-
Air Missile (AMRAAM). Kedua jenis rudal tersebut bersifat PGM dengan kesamaan yaitu merupakan rudal
pertempuran udara, dan dengan perbedaan yaitu AIM-9 Sidewinder adalah rudal jarak pendek sementara
AIM-120 AMRAAM adalah rudal jarak sedang (Marsma Cahyo Tursiono, 2023).

Dalam proses penyediaan 30 unit AIM-9 Sidewinder dilakukan pada Mei 2015 melalui pengajuan
permintaan tentang pembelian rudal kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (DOS) oleh
pemerintah Indonesia yang selanjutnya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengajukan permintaan
tersebut kepada DSCA untuk ditindaklanjuti dan disetujui oleh Kongres Amerika Serikat (DSCA, 2015).
Selanjutnya, kontrak pengadaan rudal dengan nilai mencapai 47 juta dolar tersebut dilanjutkan kepada
kontraktor pertahanan. Berdasarkan data DSCA dalam akuisisi rudal AIM-9 Sidewinder tersebut,
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penanggung jawab penyediaan rudal tersebut yaitu Raytheon Missile Systems Company. Tidak hanya itu,
kontrakor tersebut juga bertanggung jawab terhadap pengadaan rudal AIM-120 AMRAAM dengan jumlah
keseluruhan belanja mencapai 95 juta dolar (DSCA, 2015).

Selain akuisis jet tempur F-16 C/D Block 52ID dengan perlengkapan senjata yang ada, Indonesia
turut mengadakan alutsista lain yang memiliki kontribusi dalam MEF tahap Il yaitu 8 helikopter tempur AH-
64E Apache Guardian baru dengan perlengkapan avionik, teknis, dan system senjata yang bersifat PGM
yakni 32 Peluncur Rudal Hellfire M299A1 dan 140 Rudal Hellfire AGM-114R3 dengan jumlah keseluruhan
biaya sebesar 1,42 miliar dolar. Seluruh rangkaian pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
menggunakan skema program FMS yang dimulai sejak tahun 2012 seperti pernyataan Sekretaris
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yakni Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
Marty Natalegawa (Suherdjoko, 2018). Pada tahap selanjutnya, DSCA melakukan pengajuan penyediaan
delapan helikopter tempur AH-64E Apache Guardian beserta perlengkapan dan persenjataannya tersebut
kepada Kongres Amerika Serikat (DSCA, 2015).

Secara teknis, kesepakatan kerjasama penyediaan helikopter AH-64E Apache Guardian diberikan
kepada Boeing sebagai perusahaan produsen helikopter tempur Apache, namun untuk perlengkapan dan
persenjataannya di berikan kepada perusahaan-perusahaan lain, seperti Lockheed Martin Corporation,
General Electric Company, Lockheed Martin Millimeter Technology dan Longbow Limited Liability
Corporation (DSCA, 2015). Pertahanan udara Indonesia, pada tahun 2022 kembali ditingkatkan melalui
penerimaan tawaran dari Amerika Serikat untuk pengadaan Jet Tempur F-15EX dengan total biaya
mencapai 14 miliar dolar. Penawaran pengadaan Jet Tempur F-15EX ini dilakukan setelah Indonesia
membatalkan pembelian Jet Tempur SU-35 dari Rusia. Pembatalan kerjasama dalam peningkatan
pertahanan udara Indonesia dengan Rusia didasarkan kepada kebijakan tidak tertulis Amerika Serikat yang
menjelaskan ketika mitra negara Amerika Serikat menjalin kemitraan dengan negara pesaing dari Amerika
Serikat, maka Amerika Serikat berkewajiban memberikan sanksi seperti pemutusan kemitraan atau
pemberian embargo terhadap negara yang bersangkutan (indonesiadefense.com, 2022).

Pada tahun 2014, dalam kesepkatan kontrak kerjasama 24 jet tempur F-16 C/D Block 52ID dari
Amerika Serikat telah disetujui dan diterima secara bertahap dan kemudian dikelola oleh TNI Angkatan
Udara pada tahun 2018. Tidak hanya jet tempur, pada tahun 2017 hingga 2018 secara bertahap 8
helikopter tempur AH-64E Apache Guardian juga telah diterima Pemerintah Indonesia (Prabowo, 2023).
Melalui pengadaan-pengadaan alutsista tersebut, TNI Angkatan Udara mengalami pencapaian terhadap
MEF tahap Il tahun 2015-2019 dengan persentase peningkatan sebesar 63,19%. Selain hal tersebut, dalam
perjalanan MEF tahap Il pertahanan udara telah mengalami peningkatan dengan penyediaan Jet Tempur
F-16 C/D Block 52ID dan Helikopter Tempur AH-64E Apache Guardian (Ervin, 2023). Melalui penyediaan
24 Jet Tempur F-16 C/D Block 52ID, TNl Angkatan Udara Indonesia berupaya memperlihatkan
kemampuan yang dimiliki dalam upaya perluasan operasi patroli melalui partisipasi berbagai macam
latihan. Setelah memperoleh Jet Tempur F-16 C/D Block 52ID, TNI Angkatan Udara melakukan latihan
dalam mendukung profesionalisme bernama Latihan Puncak yang dilakukan di wilayah udara Pulau Natuna
yang berdekatan dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang menjadi permasalahan sengketa wilayah (BBC
Indonesia, 2016).
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Dalam penyediaan Helikopter Tempur AH-64E Apache Guardian juga memberikan dampak pada
pertahanan udara Indonesia. Namun, karena helikopter tempur tersebut datang pada tahun 2018, yang
menjadi tahun berakhirnya program MEF tahap I| membuat Helikopter Tempur AH-64E Apache Guardian
baru milik TNI Angkatan Udara tersebut tidak banyak digunakan. Namun demikian, berdasarkan laporan
DSCA, Helikopter Tempur AH-64E Apache Guardian menjadi salah satu bentuk kerjasama menjadi modal
penting sistem pertahanan udara Indonesia dalam mengatasi berbagai bentuk potensi ancaman dalam
upaya menjaga keamanan Indonesia dari berbagai bentuk potensi ancaman seperti terorisme, operasi anti
pembajakan, melakukan pengawasan berbagai gerakan di Selat Malaka serta perbatasan negara.

Kekuatan Pertahanan Udara Indonesia

Pertahanan udara Indonesia menurut Singh (2005) mencakup aspek manpower yang didefinisikan
sebagai jumlah TNI Angkatan Udara yang masih aktif, machine yaitu alutsista TNl Angkatan Udara dan
money yang dijelaskan sebagai anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada TNI Angkatan Udara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian pada indikator manpower hasil penelitian menunjukkan
bahwa jumlah personel TNI AU 30.100 personel.

Pada aspek machine hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini TNI AU memiliki 24 unit radar dan
293 unit pesawat tempur dan angkut. Terakhir, yaitu pada indikator money hasil penelitian menunjukkan
bahwa pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, dalam rincian
belanja Kementerian Pertahanan jumlah keseluruhan belanja matra udara mencapai Rp30,38 triliun dengan
rincian Rp13,95 triliun pelaksanaan manajemen dan operasional TNI AU, Rp10,03 triliun dukungan
kesiapan operasi TNI AU, Rp4,93 triliun peremajaan sarana prasarana TNI AU dan Rp1,47 triliun
optimalisasi kualitas SDM atau prajurit TNI AU.

Pertahanan udara Indonesia berkaitan erat dengan kapabilitas pertahanan negara dengan berdasar
pada strategi pertahanan dengan berdasar pada kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan pertahanan
dan sumber daya nasional. Dalam penyelenggaraan strategi pertahanan negara, kapabilitas pertahanan
negara dioptimalkan dalam mewujudkan standar penangkalan, yaitu kapabilitas pertahanan negara yang
dapat melakukan penangkalan serta dapat mengahadapi berbagai bentuk ancaman agresi terhadap
kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keamanan bangsa (Prasetyono, 2010).

Dengan merujuk pada doktrin pertahanan, kapabilitas pertahanan dibentuk dan dikembangkan
dengan tetap mempertimbangkan kondisi geopolitik dan geostrategi Indonesia yang memiliki banyak pulau
dan berada pada posisi strategis lintas negara. Mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik
wilayah, Indonesia harus memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai jenis ancaman. Dalam
penyelenggaraan pertahanan, pertahanan Indonesia dibangun sesuai dengan kemampuan penangkalan
standar (standart deterrence) (Kemhan RI, 2015). Dengan merujuk pada Buku Putih Pertahanan Republik
Indonesia rancangan kapabilitas pertahanan negara berdasar pada enam faktor utama, yaitu (a) Tugas
pelibatan pertahanan dilakukan melalui identifikasi potensi ancaman pertahanan terhadap seluruh
kepentingan bangsa Indonesia; (b) Sinergi pertahanan militer dan nirmiliter dalam kesatuan pertahanan
negate sebagai bagian dari strategi Pertahanan Negara; (c) Melakukan optimalisasi penangkalan sesuai
dengan kriteria dasar penangkalan guna mengatasi berbagai bentuk potensi ancaman; (d) Meningkatkan
probabilitas kerawanan sumber potensi ancaman dan konflik di masa depan yang dapat mengancam
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keamanan Indonesia; () Kondisi geografis dan karakter wilayah Indonesia yang merupakan negara
kepulauan; (f) Kemampuan manajemen anggaran pertahanan negara tanpa menjadikan lembaga atau
sektor lain sebagai korban kegagalan manajemen anggaran pertahanan.

Kapabilitas pertahanan udara dapat diindikasikan dengan sumber daya material suatu negara yang
dapat ditransformasikan ke dalam kekuatan militer yang mencakup manpower, pada aspek ini Tentara
Nasional Indonesia (TNI) diketahui memiliki 395.500 personel yang diorganisasikan ke dalam tiga
komponen utama, yakni Angkatan Darat sebanyak 300.400 personel, Angkatan Laut sebanyak 65.000
personel dan Angkatan Udara sebanyak 30.100 personel. Sedangkan Paramiliter sebanyak 280.000
personel serta cadangan sebanyak 400.000 personel.

TNI Angkatan Udara merupakan angkatan bersenjata dengan personel aktif yang paling sedikit. Hal
tersebut di sebabkan oleh pendekatan kekuatan udara pada kuantitas prajurit melainkan jumlah alutsista.
Dengan demikian, TNI Angkatan Udara tidak mengenal satuan tempur, satuan bantuan tempur, dan
sebagainya dan hanya melakukan pengelompokkan kekuatan dalam sistem senjata udara, seperti pesawat
(tempur, angkut, helikopter), radar, rudal, dan pangkalan (Bakrie, 2007).

Kedua, machine pada aspek ini dengan memperhatikan total keseluruhan serta jenis sistem
teknologi pertahanan yang dimiliki TNl Angkatan Udara masih berada di bawah kebutuhan yang diperlukan
jika dibandingkan dengan negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Menurut GFP Strength in
Number, kekuatan alutsista TNI Angkatan Udara berada di urutan ke 26 dari 145 negara. Alutsista TNI
Angkatan Udara diketahui sangat lemah dan tidak memiliki fungsi optimal karena tidak mengikuti
perubahan seiring perkembangan teknologi (Bakrie, 2007). Hal tersebut menunjukkan kesenjangan yang
dimiliki TNI AU dengan kebutuhan kekuatan minimum ideal TNI Angkatan Udara yang diperlukan untuk
melakukan penjagaan kedaulatan udara dengan berdasar pada jumlah dan fungsi skuadron.

Saat ini jumlah radar hanud yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara hanya ada sebanyak 24 unit dari
total kebutuhan 36 unit. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas radar siap operasi tidak memenuhi total
kebutuhan radar. Tidak hanya radar, kemampuan pesawat TNI Angkatan Udara yang mencakup satuan
tempur dan satuan angkut hanya berjumlah 293 unit pesawat dari total kebutuhan 395 unit pesawat dengan
nilai kesenjangan sebesar 26 persen (Pramuda, 2023). Melihat kapabilitas TNI Angkatan Udara yang telah
dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara
belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada usia alutsista TNI yang mayoritas berusia 25-40 tahun dengan
kondisi yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan untuk dapat digunakan dalam mendukung
pertahanan udara Indonesia (Multazam, 2010). Berdasarkan keadaan alutsista milik TNI AU,
penandatanganan joint declaration Indonesia dan Amerika Serikat menjadi salah satu langkah strategis
dalam memenuhi kepentingan pertahanan udara Indonesia guna mengoptimalkan kekuatan pertahanan.

Ketiga, pada aspek money terdapat catatan yang menunjukkan bahwa pula pemenuhan materiil dan
alutsista belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan dan hal ini berhubungan dengan anggaran
negara. Tahun Anggaran 2016 — 2021 dijelaskan bahwa persentase kenaikan anggaran TNI Angkatan
Udara tidak sesuai dengan persentase jumlah anggaran yang didapatkan dalam pengajuan.
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Total anggaran belanja matra udara pada tahun 2019-2020 lebih sedikit dibandingkan dengan matra
darat dan laut. Dalam penjelasan lebih lanjut pada Nota Keuangan APBN 2024 tidak terdapat rincian
belanja setiap matra termasuk matra laut pada periode 2021—2024. Dalam jangka waktu tersebut, tercatat
anggaran Kementerian Pertahanan didominasi pada alokasi dukungan manajemen. Dalam faktor anggaran
permasalahan ketimpangan pengajuan dan penerimaan anggaran TNI Angkatan Udara memang telah
menjadi persoalan klasik dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari total kebutuhan anggaran, pemerintah hanya
dapat mengalokasikan sebesar 30 persen dari kebutuhan yang ideal. Sementara jika dilihat dengan
memperhatikan kondisi geografis, jumlah anggaran tidak sesuai dengan besar wilayah Indonesia. Mengacu
kepada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa seacra keseluruhan jumlah besaran anggaran yang
dimiliki oleh pemerintah Indonesia untuk matra udara tidak efektif dalam mendukung upaya pertahanan
negara dari berbagai bentuk potensi ancaman.

Hambatan Pertahanan Udara Indonesia

Terdapat empat hambatan dalam pertahanan udara Indonesia hambatan yang mencakup
terbatasnya alokasi anggaran TNI AU, terbatasnya jumlah personel TNI AU, terbatasnya jumlah alutsista
TNI AU dan alutsista TNI AU yang belum modern. TNI AU adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia
yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang disingkat KASAU. TNI Angkatan Udara memiliki
tiga komando operasi udara yaitu Komando Operasi Udara | (Koopsud I) yang berlokasi di Halim
Perdanakusumah, Jakarta; Komando Operasi Udara Il (Koopsud Il) yang berlokasi di Makassar; dan
Komando Operasi Udara Ill yang berlokasi di Biak. Dalam berbagai tugas yang diemban oleh TNI Angkatan
Udara, terdapat kompartemen kekuatan udara mencakup Komando Udara Taktis dengan kekuatan Wing
Sergap, Wing Pemburu dan Wing Penyerang. Keseluruh komponen keuatan udara tersebut, berfungsi pada
fungsi operasi udara taktis. Wing Sergap memiliki fungsi dalam kerja patroli udara serta mengatasi potensi
ancaman udara asing yang memasuki wilayah udara nasional Indonesia secara illegal. Wing Pemburu
berperan dalam menghadapi pesawat lawan pada kondisi perang udara. Wing Penyerang dalam
memberikan dukungan operasi darat serta melakukan penghancuran garis belakang lawan dalam suasana
perang.

Komando Udara Maritim, yang mencakup kekuatan Wing Patroli Maritim dan Wing Serang Maritim.
Wing Patroli Maritim melakukan koordinasi bersama matra laut dalam mengawasi seluruh cakupan wilayah
perairan nasional. Sementara itu, Wing Serang Maritim melakukan fungsi dalam penghancuran sasaran
yang berada di permukaan ataupun bawah laut yang melakukan fungsi koordinasi bersama matra laut.
Komando Udara Pengangkut memiliki fungsi yaitu dalam pengangkutan pasukan darat inti ke berbagai
lokasi konflik dengan membawa seluruh peralatan yang dimiliki. Selain wilayah konflik, pasukan ini juga
dapat digunakan dalam mendukung pasukan darat teritorial. Pada tingkatan terbesar dalam matra udara
yaitu Wing dengan doktrin taktis. Setiap Wing memiliki kekuatan minimum 3 Skadron Terbang dengan
didampingi 1 Skadron Teknik atau kekuatan maksimum 5 Skadron Terbang dengan 1 Skadron Teknik.
Pada setiap Komando Udara memiliki kekuatan antara 3 sampai 4 Wing.

Pada sebagian Skadron dalam jajaran Wing Penyerang juga dilengkapi dengan helikopter tempur
(Wing Angkut) melalui helikopter angkut yang memadai. Selain itu sebagian skadron di jajaran Komando
Udara Maritim juga harus didukung oleh helikopter antikapal selam dan helikopter antikapal dengan jumlah
yang memadai. Pada aspek pertahanan udara pasif seperti jaringan radar (radar network) dengan peluru
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kendali dan meriam antipesawat secara keseluruhan berada dalam komando kekuatan darat. Pengamanan
dan pengendalian pangkalan udara akan diambilalih oleh kekuatan darat teritorial yang memiliki pangkalan
udara militer di bawah komandonya. Dalam mendukung pelaksanaan tugas ini, berbagai keperluan yang
mendukung kekuatan darat tersebut akan dipersiapkan.

Dalam pelaksanaan tugas ofensif darat dari kekuatan udara pada fungsi yang khas operasi udara
akan dapat dilakukan pasukan darat inti yang telah memiliki kualifikasi lintas udara, terjun payung, SAR
Tempur, Pengendalian Tempur dan kualifikasi lain sesuai kebutuhan. Dengan hal tersebut, pasukan darat
kekuatan udara dapat dihilangkan dan hanya difokuskan pada Polisi Militer Angkatan Udara. Markas Besar
Angkatan Udara, selanjutnya akan dibatasi pada seluruh kegiatan operasi atau operasi militer di udara
melalui penggunaan murni pesawat terbang oleh TNI AU. Selama tahun 2017 hingga 2021 telah terjadi
berbagai kejahatan yang melanggar keamanan wilayah udara nasional yang menjadi potensi ancaman
kedaulatan NKRI. Tercatat terdapat 19 kasus pelanggaran wilayah udara pada tahun 2017 dalam bentuk 16
penerbangan tanpa izin dengan menggunakan pesawat negara, 2 kasus dengan menggunakan pesawat
sipil, dan satu kasus yang tidak dapat diidentifikasi (Savitri & Prabandari, 2020).

Sementara itu, Umam (Savitri & Prabandari, 2020) mencatat bahwa pada tahun 2018 telah terjadi 65
kasus yang melibatkan pesawat sipil, 48 kasus dengan menggunakan pesawat negara, dan 14 kasus yang
tidak dapat diidentifikasi dengan total pelanggaran yaitu 127 kasus di wilayah udara Indonesia. Pada tahun
2019, terdapat 165 kasus pelanggaran wilayah udara di daerah perbatasan wilayah NKRI seperti
Kepulauan Riau dan wilayah perbatasan lainnya yang dilatarbelakangi oleh masalah FIR Singapura.
Sementara pada tahun 2020 hingga Mei 2021 telah terjadi 498 pelanggaran di wilayah udara (Permana,
2021).

Berbagai upaya telah dilakukan TNI AU alam mengatasi pelanggaran di wilayah udara. Salah
satunya yaitu pada kasus pelanggaran wilayah udara Indonesia yang melibatkan pesawat udara komersil
Boeing 737-300 milik Pakistan International Airlines (PIA) yang bertolak dari Dili menuju Islamabad dan
melewati wilayah udara Indonesia secara ilegal, yang kemudian dipaksa untuk melakukan pendaratan oleh
otoritas Indonesia di Bandara Sultan Hasanudin (Sefriani, 2015). Contoh lain juga terdapat pada kasus
pesawat sipil jenis Gulfstream |V yang dideteksi memasuki wilayah udara Indonesia secara ilegal. Pesawat
dengan Nomor HZ-103 itu bertolak dari Singapura menuju Darwin, Australia. Dalam mengatasi hal tersebut,
TNI Angkatan Udara mengirimkan dua pesawat tempur Sukhoi dari Skuadron Udara 11 Makassar guna
menyergap dan memaksa pesawat tersebut untuk melakukan pendaratan darurat. Namun pesawat asing
tersebut memilih menambah kecepatan dan meningglakan TNI AU (Sudirin et al., 2022). Martono (dalam
Sefriani, 2015) menunjukkan bahwa selain peswat sipil, pelanggaran di wilayah udara juga melibatkan
pesawat militer, seperti pesawat jet F-18 Hornet milik Angkatan Udara Australia melakukan pelanggaran
wilayah dengan masuk ke wilayah udara Indonesia secara illegal di atas Pulau Rote. Hal ini kemudian
mendorong TNI AU mengusir pesawat tersebut dengan menggunakan pesawat F-5 Tiger. Tidak hanya
Australia, negara Malaysia juga pernah melakukan pelanggaran wilayah udara Indonesia dengan
penerbangan ilegal di atas Karang Unarang, Perairan Ambalat, Kalimantan Timur.

Tingginya pelanggaran wilayah udara Indonesia tidak lepas dari posisi strategis geografis wilayah
Indonesia yang terletak di antara benua dan samudera, yang menjadikan Indonesia sebagai negara
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strategis dengan peluang serta potensi ancaman, khususnya pada wilayah udara. Selain itu, tingginya
pelanggaran wilayah udara Indonesia dapat pula disebabkan oleh alutsista yang terbatas dan tidak
memadai (Anggoro et al., 2017). Pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing tersebut mencerminkan
rendahnya penghormatan mereka terhadap kedaulatan wilayah udara Indonesia, sementara terdapatnya
penerbangan gelap yang tidak dapat dideteksi oleh radar Komando Pertahanan Udara Nasional
(Kohanudnas) dan pelanggaran udara yang tidak dapat diatasi oleh pesawat TNI Angkatan Udara menjadi
salah satu indikasi lemahnya upaya pengamanan wilayah udara nasional (Sefriani, 2015). Dengan
memperhatikan berbagai permasalahan tersebut maka diperlukan perhatian serius berbagai pihak guna
mengatasi berbagai bentuk potensi ancaman keamanan negara, secara khusus wilayah udara yang
menjadi tupoksi TNI Angkatan Udara. Melalui optimalisasi alutsista, kualitas dan kuantitas prajurit
diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi dan peran TNI AU dalam menjaga kemanan wilayah udara
Indonesia.

SIMPULAN

Dalam konteks kerjasama pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan hasil
bahwa pelaku kerjasama pada indikator pelaku dalam kerjasama pertahanan udara Indonesia dan Amerika
Serikat pelaku yang berperan dalam kerjasama yang terjalin yaitu yaitu Government to Government (G to
G) dalam hal ini TNI AU berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan dengan Pemerintah Amerika
Serikat. Riset ini menunjukkan bahwa bentuk kerjasama pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat
dilakukan dalam bentuk penyediaan alutsista TNl AU berupa 24 jet tempur F-16 C/D Block 521D, Jet
tempur F-15EX,8 helikopter serang AH-64E Apache Guardian, rudal AIM-9 Sidewear dan AIM-120
AMRAAM. Riset ini juga menemukan bahwa dalam kerjasama pertahanan udara Indonesia dan Amerika
Serikat juga dilakukan dalam pendidikan perjurit berupa pengiriman personel TNI AU untuk pendidikan di
berbagai level, program sustainment terhadap produk USA. Selain itu, riset ini mampu menunjukkan bahwa
dalam kerjasama di bidang pertahanan yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat juga diwujudkan
melalui latihan bersama seperti Cope, Super Garuda Shield, Subject Matter Expert Exchange (SMEE)
terkait Air Defense oleh Integrated Air Missile Defense (IAMD) ataupun Hawaii Integrated Air National
Guard (HIANG) yang dilaksanakan secara tatap muka ataupun daring.

Riset ini juga mampu menemukan bahwa tantangan kerjasama pertahanan udara Indonesia dan
Amerika Serikat mencakup terbatasnya alokasi anggaran TNI AU, terbatasnya jumlah personel TNI AU,
terbatasnya jumlah alutsista TNI AU dan alutsista TNI AU yang belum modern. Daya ikat kerjasama
pertahanan udara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat sukarela. Berdasarkan Rencana Strategis
(Renstra), kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat telah dimulai pada tahun 2010 dengan
periode | pada tahun 2010 sampai dengan 2014, periode Il tahun 2015-2019, dan periode |l pada tahun
2020-2024. Dalam kerjasama pertahanan tersebut juga telah ditetapkan bahwa setiap peserta yang terlibat
dalam kerjasama tersebut dapat berhenti mengikuti kerjasama melalui pemberian informasi tertulis kepada
peserta lainnya setidaknya 90 hari sebelum partisipasinya dihentikan dalam pengaturan kerjasama.
Kerjasama pertahanan udara Indonesia dengan Amerika Serikat merupakan kerjasama yang bersifat
internasional melalui pelibatan dua negara (bilateral) yang didasari oleh kepentingan politik berkaian
dengan kepentingan masing-masing negara.
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